
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya perusahaan. Pimpinan 

perusahaan dihadapkan pada realita keterbatasan untuk dapat memonitor semua 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

pengendalian intern sebagai alat bantu pimpinan perusahaan dalam memastikan 

tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan. Pengendalian intern yang baik 

diperoleh dari struktur yang terkoordinasi, yang berguna bagi pimpinan 

perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah 

kecurangan-kecurangan dalam perusahaan serta mengamankan kekayaan 

perusahaan. 

 

2.1 Pengendalian Intern  

Pengertian pengendalian intern dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua yaitu 

pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi 

meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang 

berhubungan dengan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan 

perusahaan. Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara 

serta dapat dipercayanya laporan keuangan. 

Pada perusahaan yang mempunyai ruang lingkup usaha yang cukup besar, 

seorang piminan tidak akan mampu menangani setiap operasi perusahaan secara 

langsung. Keterbatasan ini menuntut suatu perusahaan untuk memiliki  

pengendalian intern yang memadai. Yang dapat mengurangi terjadinya 

penyelewengan baik itu yang bersifat administratif maupun yang bersifat fisik. 

Kalaupun terjadi, hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat oleh 

manajemen.  

Adapun pengertian pengendalian menurut Usry and hammer (1994:5) 

adalah sebagai berikut: 



“control is an action that implement the planing decision and performance 
that provides feedback of the result” 
 

 Dengan demikian, pengendalian sebagai suatu proses yang diperlukan oleh 

seluruh aktivitas dalam suatu organisasi merupakan kegiatan membandingkan 

kinerja yang seharusnya atau direncanakan. Fungsi pengendalian disini untuk 

mengukur, mengevaluasi dan mengusahakan agar setiap pelaksanaan tindakan 

berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Selain itu juga untuk mengambil keputusan tindakan perbaikan jika 

diperlukan  

 

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern  

Pengertian pengendalian intern dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas. 

Arti sempit merupakan arti dari pengendalian intern yang mula-mula dikenal 

sebagai internal check, yaitu pengecekan penjumlahan baik penjumlahan 

mendatar (cross footing) maupun penjumlahan menurun (footing) yaitu dilakukan 

oleh dua orang atau lebih yang bekerja secara independen dengan tujuan untuk 

memperoleh kebenaran angka. Dalam arti luas, pengendalian intern tidak hanya 

meliputi pengecekan penjumlahan, tetapi meliputi semua alat yang digunakan 

manajemen untuk mengadakan pengawasan. 

  Pengendalian intern sangat penting dalam perkembangan operasi 

perusahaan. Karena, masalah-masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan 

demikian diperlukan suatu pengendalian ineternal yang baik dan memadai sesuai 

dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia usaha, istilah 

pengendalian intern pun mengalami tidak hanya untuk mengawasi kecermatan dan 

pembukuan, tetapi mempunyai arti luas yaitu meliputi seluruh organisasi 

perusahaan. 

Pengertian pengendalian intern yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (2001:319.2) 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didisain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 
berikut ini: 



a) Keandalan pelaporan kuangan  
b) Efektifitas dan efisiensi operasi  
c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku” 
 

Definisi internal control menurut statement on auditing standards (SAS 

No.78;1) yang dikutip dari buku strawser (2001:53) adalah sebagai berikut: 

“internal control is a process affectied by an entity’s board of directors, 
management, and other personel designed to provide reasonable assurance 
regarding the acchievment of objectives in the following categories: 
1. Reliability of financial reporting  
2. Efectiveness and efficiency of operation, and: 
3. Compliance with applicable laws and regulations.” 
 

Dari definisi mengenai pengendalian intern diatas terdapat beberapa 

konsep dasar menurut Mulyadi (2002:180) sebagai berikut: 

1. Pengendalian intern merupakan sistem yang terdiri dari kebijakan-
kebijakan dan prosedur-prosedur yang spesifik. 

2. Dalam pengendalian intern terdapat tujuan yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu. 

3. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu, bukan merupakan tujuan itu sendiri . 

4. Pengendalian intern dijalankan oleh setiap tingkatan organisasi, bukan 
hanya pedoman, prosedur dan kebijakan perusahaan saja. 

5. Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang 
memadai, bukan keyakinan yang mutlak bagi manajemen dan dewan 
komisaris suatu entitas. 

 

2.1.2 Pentingya Pengendalian Intern  

Untuk menciptakan pengendalian intern akuntansi yang baik, diperlukan 

pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan 

keuangan yang disusun untuk meyakinkan bahwa: 

1. Transaksi dilakukan sesuai dengan persetujuan pemimpin. 

2. Transaksi dicatat dengan benar dan layak sehingga memungkinkan dibuatnya 

ikhtisar keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan kriteria yang 

telah sesuai. 

3. Jumlah aktiva atau harta perusahaan yang ada dalam catatan perusahaan 

dicocokan dengan harta yang ada pada waktu tersebut dan mengambil 

tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan. 



Menurut Arens dan kawan-kawan (2000:224-226) menyatakan bahwa dalam 

merancang pengendalian secara khusus manajemen perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. “ to provide reliable data: 
1. to saf guard asset and records  
2. to promote operational eficiency  
3. to encourage adherence to prescribed policies” 

 

2.1.3 Tujuan Pengendalian Intern  

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan 

dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan 

efektivitas dari seluruh anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Secara lengkap Arens and lobbecke (2003:271)  mengemukakan tujuan 

pengendalian intern sebagai berikut: 

“ Management typically has the following there concern, or board objectives, in 
designing and control system: 

1. reliability of financial reporting 
2. efficiency and effectiveness of operations 
3. compliance with aplicable laws and regulations” 

 
Jadi, pengendalian intern dikatakan memadai bila dapat mencapai tujuan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keandalan laporan keuangan  

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan. 

Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin 

bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan. Misalnya 

prinsip akuntansi yang berterima umum. 

2. Efisiensi dan efektivitas dari operasional  

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah 

pemborosan atau kegiatan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha perusahaan. 

Bagian penting dari efektivitas dan efisiensi adalah untuk pengamanan aktiva dan 

catatan akuntansi. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku  



Semua perusahaan harus taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku atau 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya tidak berkaitan 

langsung dengan akuntansi adalah peraturan perpajakan. 

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pengendalian internal mempunyai 

pengertian yang luas yang tidak hanya mencakup segala aspek manajerial. 

Sehubungan dengan pengelolaan perusahaan, pengendalian internal bukan 

merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri didalam perusahaan melainkan suatu 

sistem yang berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan pengendalian internal yang lebih spesifik ditentukan oleh 

Arrens dan Loebbecke  (1997:153) adalah untuk manajemen adanya hal-hal 

sebagai berikut: 

   “ 1.  Authority  
All material transaction must have approval by higher authority.  

2. Competeness. 
all transactions that should be included in the journals have actually 
been included  

3. Accuracy.  
The accuracy of information for accounting transaction.  

4. examples of misclassifications .for sale are including cash sales as credit 
salea, recording a sale operating fixed asset revenue.  

5. Existance.  
Recorded transaction have acctually accured. 

6. Timing.  
A timming errors occurs if transaction took places.  

7. posting and summarization. 
The accuracy of the transfer of information from recorded transactions 
in journal to subsidy record and the general ledgers.” 
 
Adapun tujuan pengendalian intern menurut Arrens yang disadur oleh 

Amir Abadi Yusuf (1993:306) adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi yang dicatat adalah absah (keabsahan). 

Sistem pengendalian internal tidak boleh memungkinkan dimasukannya 

transaksi fiktif atau transaksi yang tidak ada dalam jurnal atas catatan 

akuntansi lain. 

2. Transaksi diotorisasi dengan pantas (otorisasi) 



Jika terdapat transaksi yang tidak diotorisasi dapat menyebabkan transaksi 

yang curang dan akan berdampak pula terhadap pemborosan dan pengrusakan 

aktiva perusahaan. 

3. Transaksi yang terjadi telah dicatat (kelengkapan) 

Prosedur yang ada harus dapat mencegah penghilangan transaksi kedalam 

catatan. 

4. Transaksi dinilai dengan pantas (penilaian) 

Pengendalian intern yang memadai mencakup prosedur untuk menghindari 

kekeliruan dan perhitungan dan pencatatan jumlah transaksi diberbagai tahap 

dalam proses pencatatan. 

5. Transaksi diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi) 

Klasifikasi perkiraan yang pantas sesuai dengan bagaimana perkiraan yang 

dibuat dalam jurnal, jika laporan keuangan ingin dikatakan wajar, klasifikasi 

juga mencakup kategori seperti divisi dan produk. 

6. Transaksi dicatat pada waktu yang sesuai (tepat waktu) 

Pencatatan transaksi transaksi baik sebelum atau sesudah waktu terjadinya 

memperbesar kemungkinan transaksi tidak dicatat atau dicatat dalam jumlah 

tidak pantas. Jika terjadi pencatatan terlebih dahulu atau terlambat pada akhir 

periode laporan keuangan akan menjadi salah saji. 

7. Transaksi dimasukan keberkas induk dengan pantas dan diikhtisarkan dengan 

benar (posting dan pengikhtisaran) 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dari 

pengendalian intern menurut La Midzan (1999:45-46) adalah sebagai berikut: 

1. Mengamankan harta perusahaan. 

Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan 

merugikan perusahaan berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan 

lain-lain, baik secara fisik maupun administratif. 

2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan. 

Menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil 

konsisten bila memproses data yang serupa, sehingga pihak manajemen 

mempunyai informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan. 



3. Mendorong efisiensi  

Dengan digunakan berbagai metode dan prosedur-prosedur untuk 

mengendalikan biaya yaitu dengan menyusun budget, biaya standar akan 

menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya dengan tujuan akhir 

menciptakan efisiensi. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menciptakan kebijakan dan 

prosedur. Pengendalian internal ditujukan untuk memberikan jaminan yang 

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan. 

Dari pengertian pengendalian dan uraian diatas, jelaslah bahwa tujuan 

pengendalian intern adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya, menghasilkan efisiensi dan keaktifan dalam operasional dan dapat 

diterapkannya peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku secara konsisten guna 

menjaga harta kekayaan perusahaan, untuk menciptakan efisiensi guna mencegah 

duplikasi usaha yang tidak perlu dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan 

untuk mencegah penggunaan  sumber daya perusahaan yang tidak efisien dan 

efektif sehingga dapat dipatuhinya segala kebijakan yang telah ditetapkannya oleh 

manajemen. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengendalian internal dalam 

sumber daya manusia dan biaya saja, melainkan juga disebabkan oleh mentalitas 

dari manusia. Oleh karena itu perlu untuk melakukan studi terhadap sesuatu hal 

yang pantas dan mengevaluasi pengendalian intern yang ada yang merupakan 

dasar untuk menerapkan kepercayaan dan mendeterminasikan tingkat pengujian 

yang diakibatkan oleh prosedur-prosedur yang terbatas. 

Terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai sasaran-sasaran pengendalian 

intern sepenuhnya. Kesulitan pertama disebabkan oleh kompleksitas dan 

perubahan cepat yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dihujani dengan aturan-

aturan perpajakan yang membingungkan dan berubah-ubah, teknologi baru, 

tindakan pesaing, dan sebagainya. Kompleksitas dan perubahan-perubahan seperti 

ini mempengaruhi tolak ukur yang menjadi dasar kegiatan pengendalian. 

Kesulitan kedua adalah serangkaian resiko yang dihadapai pengendalian internal 

dan perusahaan. Sebagai contoh, data mungkin saja diakses oleh orang yang tidak 



berhak. Kesulitan ketiga ada kaitannya dengan kesulitan pertama, menyangkut 

pemanfaatan teknologi komputer dalam pengendalian. Kesulitan keempat 

bersumber kepada faktor manusia, karena sasaran pengendalian dicapai melalui 

manusia. Sebagai contoh, karyawan mungkin tidak memenuhi prosedur secara 

konsisten. Kesulitan terakhir berkaitan dengan biaya pengendalian. Misalnya, 

kapan perusahaan tidak lagi memperbesar usaha pengendalian yang tentu saja 

biayanya mahal. 

Perusahaan yang dihadapkan pada berbagai resiko. Resiko tertentu 

misalnya dijumpai sebagai akibat persaingan dipasar. Menurut La Midzan 

(1999:155-160) beberapa diantara resiko yang berkaitan dengan sistem yang 

dihadapi perusahaan, selain resiko yang disebabkan oleh buruknya pengambilan 

keputusan dan tidak efisiennya operasi, adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan yang tidak disengaja  

Kesalahan dapat terjadi pada data masukan, seperti nama atau nama 

pelanggan, atau kesalahan dapat terjadi selama pemrosesan, seperti bila 

karyawan salah mengalikan jumlah yang dipesan dengan harga per unit. 

Kesalahan seperti ini dapat merusak akurasi dan keandalan arsip dan keluaran 

perusahaan. Kesalahan yang tidak disengaja seringkali terjadi karena 

karyawan kurang terlatih atau kurang diawasi, atau mereka menjadi lelah dan 

lalai. 

2. Kesalahan yang disengaja. 

Kesalahan ini meliputi penipuan, tindakan pengetahuan untuk menutupi 

perbuatan melanggar hukum atau ketidakjujuran. Misalnya, karyawan yang 

menambah jumlah nilai yang tertulis dicek  yang diterima pelanggan. 

3. Kehilangan asset secara tidak disengaja. 

Asset yang hilang atau salah letak karena tidak kesengajaan. Asset yang 

hilang dapat berupa asset fisik maupun data. Misalnya, barang dagangan 

yang baru saja diterima diletakan di rak yang salah dalam gudang, sehingga 

tidak dapat ditemukan oleh karyawan gudang pada saat akan diambil. 

4. Pencurian asset  



Asset perusahaan dapat dicari oleh orang luar atau disalahgunakan oleh 

karyawan yang dipercaya mengurusinya. Misalnya, seorang karyawan bagian 

produksi yang membawa pulang perkakas tertentu. 

5. Pelanggaran keamanan  

Orang yang tidak berhak mungkin saja memperoleh akses kearsip data atau 

asset perusahaan lainnya. Misalnya, seorang karyawan mungkin mengintip 

laporan gaji yang disimpan dalam laci arsip yang tidak terkunci 

6. Tindak kekerasan dan dan bencana alam 

Tindakan kekerasan tertentu dapat menyebabkan kerugian pada asset 

perusahaan, termasuk data jika hal ini cukup serius dapat menghentikan 

operasi bisnis bahkan menjerumuskan perusahaan kearah kebangkrutan. 

 

2.1.4 Unsur-unsur Pengendalian Internal. 

Suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem atau unsur pembentuk sistem yang 

saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin saja dapat 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu saja, suatu pengendalian internal 

yang memadai harus terdiri dari unsur-unsur yang membentuk pengendalian 

intern tersebut. 

Unsur pengendalian intern menurut Arens dan Loebbecke (2000:292) 

adalah sebagai berikut: 

“1. The control environment 
2. Risk assesment 
3. Conrol activities  
4. Information and communicating 
5. Monitoring” 

Unsur pengendalian internal terdiri dari lima unsur menurut Mulyadi (2002:183-

195), yaitu: 

“1.   Lingkungan pengendalian. 
2. Penaksiran resiko. 
3. Informasi dan komunikasi. 
4. Aktivitas pengendalian 
5. Pemantauan.” 

Unsur-unsur pengendalian intern tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Lingkungan pengendalian  



 Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 
organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 
pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur 
pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 
entitas antara lain: 

a. Nilai integritas dan etika. 
b. Komitmen terhadap kompetensi. 
c. Dewan komisaris dan komite audit. 
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen  
e. Struktur organisasi  
f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. 
g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. 
Dalam standar pekerja lapangan kedua, auditor harus memperoleh pemahaman 

atas lingkungan pengendalian yang mempunyai dampak besar terhadap keseriusan 
pengendalian internal yang diterapkan didalam entitas. Lingkungan pengendalian 
mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai 
pentingnya pengendalian internal entitas. Efektivitas informasi dan komunikasi 
serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh 
lingkungan pengendalian.  
2. Penaksiran resiko  

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, 
analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan 
laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. 
Penksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran 
resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan  
implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko 
tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. 

Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap 
resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti: 
a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang 

belum pernah dikenal 
b. Perubahan standar akuntansi  
c. Hukum dan peraturan baru 

Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 
digunakan untuk pengolahan informasi. Pertumbuhan pesat entitas yang 
menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel 
yang terlibat dalam fungsi tersebut. 

3. Informasi dan komunikasi  
Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, 

menganalisis, mencatat, dan melaporakan transaksi suatu entitas, serta 
menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. 
Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antar entitas dengan pihak luar, 
dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas.  

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan 
sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang 



mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena 
itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa 
transaksi yang dicatat atau terjadi adalah: 
a. Sah  
b. Telah diotorisasi  
c. Telah dicatat  
d. Telah dinilai secara wajar  
e. Telah digolongkan secara wajar 
f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya  
g. Telah dimasukan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang 
terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan 
dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi. 
Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang 
lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan 
keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan dari komponen informasi dan 
komunikasi dalam struktur pengendalian internal. 
4. Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 
memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 
dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas 
pengendalian memiliki berbagai macam dan tujuan diterapkan dalam berbagai 
tingkat dan fungsi organisasi. 
5. Pemantauan  

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal 
sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya 
melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 
pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian 
internal beroperasi sebagaimana yang telah diharapkan, dan untuk menentukan 
apakah pengendalian internal tersebut telah memerlkan perubahan karena 
terjadinya perubahan keadaan. 
 
2.1.5 Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Intern 

Setiap orang dalam organsisi bertanggung jawab terhadap, dan menjadi 

bagian dari pengendalian intern organisasi. Disamping ini, beberapa pihak luar, 

seperti auditor independen dan badan pengatur (regulatory body) dapat membantu 

organisasi dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen 

untuk pemberlakuan pengendalian internal dalam organisasi tersebut. Pihak luar 

ini tidak bertanggungjawab atas efektivitas dan bukan merupakan bagian dari 

pengendalian internal organsasi. 

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal 

tersbut menurut Mulyadi (2002:181-183) adalah: 



“1. Manajemen. 
2. Dewan Komisaris dan Komite Audit  
3. Auditor Internal. 
4. Personel Lain Entitas. 
5. Auditor Independen. 
6. Pihak Luar Lain. 

 

1. Manajemen.  

Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 

menyelenggarakan secara efektif struktur pengendalian internal organisasi. 

Direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan 

atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap 

pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. 

Disamping itu, direktur utama juga bertanggung jawab untuk menjamin 

bahwa semua komponen pengendalian internal menjadi terwujud didalam 

organisasinya. 

2. Dewan Komisaris dan Komite Audit.  

Dewan Komisaris betanggung jawab untuk menetukan apakah manajemen 

memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan 

menyelenggarakan pengendalian internal. 

3. Auditor Internal. 

Auditor Internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi 

memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat 

rekomendasi peningkatannya. Auditor internal bukan pihak utama yang 

bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas. 

4. Personel Lain Entitas. 

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan 

informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian 

internal harus diterapkan dan dikomunikasikan dengan baik. 

5. Auditor Independen. 

Sebagai bagian prosedur audit terhadap laporan keuangan, auditor dapat 

menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya, sehingga ia dapat 

mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite 



audit, atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, 

manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian internal tersebut 

entitas. 

6. Pihak Luar lain. 

Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas 

adalah badan pengatur (regulatory body). Seperti Bank Indonesia dan 

Bapepam. Badan pengatur ini mengeluarkan persyaratan minimum 

pengendalian internal yang harus dipenuhi oleh suatu entitas dan 

memantau kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersbut. 

 

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern  

Untuk mendapatkan suatu pengendalian intern yang baik, menurut 

Bambang Hartadi (1999:9) harus diperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam 

suatu pengendalian pada peusahaan, yaitu: 

1. Pegawai yang berkualitas dan dapat dipercaya. 

Masing-masing pegawai ini tentu diberi tanggungjawab yang sesuai dengan 

kecakapannya, pengalamannya,dan kejujurannya. 

2. Pemisahan wewenang 

Struktur organisasi harus disusun dengan baik dan jelas sehingga disatu pihak 

tenaga kerja dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tapi dilain pihak 

sekaligus terdapat pembagian tugas untuk maksud pengendalian intern. 

3. Pengawasan. 

Hasil pekerjaan masing-masing karyawan harus diawasi dan dinilai oleh 

masing-masing atasannya yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan 

bawahan atau karyawannya. 

4. Penetapan tanggung jawab secara perseorangan. 

Dalam menetapkan tanggung jawab mengenai suatu tugas dapat diikuti 

pelaksanaannya sehingga dapat menghubungkan hasil pelaksanaan tersebut 

dengan tanggung jawab masing-masing. 

5. Pencatatan yang seksama dengan segera. 



Semua transaksi baik ekstern maupun intern yang mempunyai akibat 

ekonomis, harus segera dicatat dalam dokumen dasar (formulir) yang sudah 

disediakan, pencatatan yang harus dilakukan harus lengkap, hal ini diperkuat 

dengan menggunakan formulir yang diberi nomor urut tercetak, dan disimpan 

dalam urutan yang baik, karena dengan adanya nomor urut tersebut jika 

dokumen hilang atau dicuri dapat segera diketahui. 

6. Penjagaan fisik  

Dengan adanya penjagaan secara fisik misalnya kas register, lemari besi yang 

terkunci, dan lain-lain maka kerugian-kerugian karena kecurangan-kecurangan 

akan banyak berkurang. 

7. Pemeriksaan oleh pertugas yang bebas dari tugas rutin. 

Secara periodik sistem administrasi haruslah diteliti kembali oleh suatu bagian 

yang bebas dari pekerjaan rutin dalam perusahaan. 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang baik adalah 

jika tidak seorangpun berada dalam kedudukan yang memungkinkan dapat 

membuat kesalahan-kesalahan dan meneruskan tindakan-tindakan yang tidak 

diinginkan tanpa diketahui dalam waktu yang lama. 

 

2.1.7 Keterbatasan Pengendalian Intern  

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh 

karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan 

mutlak, kepada manajemen dan dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan 

entitas. 

Keterbatasan pengendalian intern menurut Boynton and Kell (1996:256) 

adalah sebagai berikut: 

“ 1. Mistake and judgement. 
2. Break downs. 
3. Collusion. 
4. Managment oversides. 
5. Costs versus benefits.” 
 

1. Mistakes in judgement  



Occasionally, management and other personel may execise poor 
judgement in making business decisions or in performing routine 
duties because of in adequate informatio, times constrans, or other 
pressre. 

2. Breakdowns  
In establihed controls my occur because personel may misundertand 
instruction or make error due to carelessnes, distraction, or fatique. 
Temporary or permanent changes in personel or in system or 
procedures may alsi contributes to breakdown. 

3. Collution  
Individuals acting together such and amployee who performan 
important control acting with anotehr employee, customer, or 
supllier may be able to perperrate and control an irregulatarry so as 
pprevent it’s defection by the internal control structure. 

4. Management oversides 
Management can over rule prescribed policies or procedures for 
illegitimate purpose such as personel gain or enchanhed 
presentation of an entity’s financial condition or compliance status. 
Oversides practise include making deliberate misrepresentations to 
auditor and other such as by issueing make document to support the 
recording of fictious sales transaction. 

5. Costs versus benefits. 
The costs of an entity’s internal control structure should not exceed 
the benefits that are expected to ensue, because precise measurement 
of both costs and benefits usually is not possible, management must 
make both quantitative estimates and judgement in evaluating the 
costs-benefit relationship. 
 

Keterbatasan bawaaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal 

menurut Mulyadi (2000:181) 

“1. Kesalahan dalam pertimbangan. 
2. Gangguan. 
3. Kolusi. 
4. Pengabaian oleh manajemen. 
5. Biaya lawan manfaat.” 

Untuk dapat memahami keterbatasan bawaan tersebut, dibawah ini akan 

dijelaskan dari masing-masing keterbatasan tersebut. 

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

Seringkali, manajemen personel lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 



2. Gangguan. 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan karena kelalaian, tidak adanaya perhatian, atau kelelahan. 

Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau 

dalam sistem dan prosedur dapat pula dapat mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi. 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi(collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan 

entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh struktur pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen. 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan  laba yang lebih 

tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi 

bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap 

peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Biaya lawan manfaat. 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian 

internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik 

biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen 

harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan 

kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur 

pengendalian internal. 

 

 

 



2.1.8 Manfaat pengendalian  intern bagi manajemen  

Kebutuhan pengendalian intern pada manajemen dan akauntansi telah diakui 

oleh kalangan profesi bertahun-tahun. Punlikasi tahun 1947 oleh AICPA faktor 

yang mempengaruhi pengertian yang meluas arti pentingnya pengendalian intern 

adalah: 

1. Skop dan ukuran usaha yang begitu kompleks dan meluas sehingga 

manajemen harus percaya pada laporan-laporan dan analisa-analisa guna 

kegiatan pengendalian yang efektif. 

2. Pengujian (check) dan telaah yang melekat dalam pengendalian intern 

yang baik membantu melindungi kelemahan manusia dan mengurangi 

kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang akan terjadi. 

3. Tidak praktis bagi auditor sebagian perusahaan dalam batasan fee yang 

ekonomis tanpa mengandalkan pengendalian intern . 

 

2.2 Kas  

Kas merupakan aktiva lancar yang paling berharga bagi perusahaan karena 

sifatnya yang likuid. Hampir semua transaksi bermula dan berakhir kepenerimaan 

kas atau pengeluaran kas. tanpa tersedianya kas yang memadai, perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibatnya kegiatan 

atau aktivitas perusahaan akan terhambat dan tujuan tidak dapat dicapai. 

 

2.2.1 Pengertian Kas  

Kas adalah aktiva perusahaan yang selalu berputar kesegenap bagian 

dalam tubuh perusahaan. Kas merupakan media pertukaran dan dasar untuk 

mengukur perkiraan yang terdapat didalam laporan keuangan karena kas bersifat 

relevan, sederhana serta dipakai secara universal didalam menilai perubahan 

modal dan pertukaran barang dan jasa. 

 Kas juga dimaskuan sebagai aktiva lancar karena kas memilikitingkat 

likuiditas yang tinggi, bahkan paling tinggi diantara semua aktiva perusahaan 

yang ada. Oleh karena itu didalam mengelola kas harus diterapkan suatu 



pengendalian yang baik atas kas, karena kas sering dijadikan alat untuk 

melakukan penyelewengan dan kecurangan. 

 Pengertian kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1995-2.2) adalah 

sebagai berikut: 

“ Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand dan rekenig giro). Setara kas (cash 
equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek 
dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa 
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.” 
 
 Jadi dengan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kas terdiri dari uang 

tunai yang ada diperusahaan, baik yang ada didalam kas kecil maupun dana-dana 

kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek yang belum disetor ke 

bank serta itemitem lainnya yang dapat disamakan dengan kas, artinya dapat 

digunakan sebagai alat tukar atau dapat diterima sebagai simpanan. 

 Pengertian kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002-PSAK 9.2) 

menyebutkan bahwa:  

“ Yang dimaksud dengan kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.”: 
 Pengertian kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002-PSAK 

31.3) menyebutkan bahwa: 

“Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing 
yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.” 
 Pengertian kas adalah termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang 

ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang untuk pertukarnnya 

ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Sementara itu, 

pengertian kas tersebut tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang 

diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional. 

 Bentuk kas yang sangat mudah untuk disembunyikan dan mudah untuk 

dipertukarkan (transferable), sehingga jika hilang akan suliit untuk melacaknya. 

Karena faktor resiko tinggi yang melekat pada kas tersebut, sehingga dibutuhkan 

tindakan-tindakan pengendalian dan pengamanan yang baik. 

 

 

 



2.2.2 Sifat dan Komposisi Kas  

Menurut Smith and Skousen (1992:267) sifat dan komposisi kas adalah 

sebagai berikut:  

“ To be reproted as “cash”, an item must be readily available and not 
restricted for use in the payment of current  obligations. Item  that are classified 
as cash include coin and currency on hand and unrestricted funds available on 
deposite in a bank, which are often called demand deposits since they can be 
withdrawn upon demand.”  

 
Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk dilaporkan 

sebagai “kas”, harus siap tersedia untuk pembayaran kewajiban saat ini dan harus 

bebas dari pembatasan kontrak yang membatasi penggunannya untuk 

penyelesaian hutang. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dana yang tersedia 

pada simpanan di bank, cek dan giro bilyet. 

Kelancaran pembiayaan perusahaan, terutama tergantung oleh ada 

tidaknya uang tunai. Uang tunai yang ada dalam perusahaan harus tersedia dengan 

cukup. Pada umunya, setiap perusahaan memiliki petty cash fund atau dana kas 

kecil untuk sejumlah kecil pengeluaran sehari-hari. Ada beberapa motif untuk 

menahan uang kas dalam perusahaan yaitu: 

1. Motif transaksi. 

Motif menahan uang kas yang digunakan perusahaan untuk 

menyelenggarakan kegiatan sehari-hari seperti pembelian dan penjualan. 

2. Motif berjaga-jaga. 

Motif menahan uang kas yang diperlukan untuk kebutuhan mendadak 

3. Motif spekulasi. 

Motif menahan uang kas untuk spekulasi yang diperlukan jika perusahaan 

harus mengadakan transaksi yang dapat menghasilkan laba atau kesempatan 

bisnis yang menguntungkan.  

 

2.2.3 Fungsi Kas 

Kas adalah aktiva yang tidak produktif, oleh karenanya harus dijaga, agar 

jumlah kas tidak terlalu besar sehingga tidak ada uang kas yang menganggur. 



Daya beli uang bisa berubah-ubah mungkin naik atau turun, tetapi kenaikan atau 

penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas.  

 Kas juga menjadi begitu penting, karena baik perorangan, perusahaan dan 

bahkan pemerintah harus mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, yaitu 

mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar 

kewajibannya pada saat jatuh tempo agar aktivitas operasional perusahaan yang 

bersangkutan dapat terus berlangsung. 

Fungsi kas menurut Kieso and Weygandt (1998:332) adalah: 

“Cash, the most liquid asset is the standard medium of exchange and the 
basic for measuring and accounting for all other item” 
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi kas adalah: 

1. Memberi dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos-pos yang lain 

dalam neraca. 

2. Karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian, maka kas dapat 

terlibat secara langsung dalam hampir semua transaksi usaha. 

3. Untuk mengetahui posisi likuiditas perusahaan. 

 

2.2.4 Pengelolaan Kas 

Manajemen kas atau pengelolaan kas merupakan salah satu fungsi 

manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kas. manajemen kas dapat 

dianggap sebagai suatu fungsi keuangan yang mendasar dalam kebanyakan 

perusahaan karena kas mempunyai kedudukan sentral dalam usaha sehari-hari, 

maupun bagi keperluan yang menunjang pelaksanaan operasi perusahaan. Jumlah 

kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran usaha sehari-hari, maupun bagi 

keperluan yang menunjang pelaksanaan keputusan-keputusan strategis berjangka 

panjang, seperti: usaha penelitian dan pengembangan usaha perluasan kapasitas 

dan sebagainya. 

Tujuan utama perusahaan dalam mengelola kas pada dasarnya adalah 

meminimalkan resiko perusahaan dalam keadaan insolvency, yaitu keadaan 

perusahaan yang tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang tepat pada 



waktunya. Dalam keadaan demikian, perusahaan secara teknis dapat dikatakan 

bangkrut. 

Jumlah kas yang berlebihan atau kurang, keduanya mempunyai akibat 

negatif bagi perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya 

berbagai kewajiban, seperti hutang gaji, hutang dagang kepada supplier, dan 

sebagainya. Jelas hal ini akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan 

nama baik perushaan, sebaliknya kas yang berlebihan berati menyerap dana 

modal kerja yang langka dan mahal, sehingga menaikan beban tetap perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mencapai tujuan dari manajemen 

kas, harus didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Adanya anggaran kas yang direncanakan dengan baik yaitu dengan 

mengestimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode yang akan 

datang. 

2. Adanya pengelolaan atas penerimaan dan pengeluaran kas. 

3. Investasi yang terarah atas dana yang berlebihan. 

4. Menjalin hubungan baik dengan bank 

5. Adanya pengendalian intern kas atas penerimaan dan pengeluaran kas. 

Alasan perlunya dilakukan pengelolaan dan pengendalian kas adalah sebagai 

berikut: 

1. Kas merupakan aktiva lancar yang mudah sekali disalahgunakan. 

Pengendalian terhadap kas harus dibentuk/ diciptakan untuk meyakinkan 

bahwa kas milik perusahaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 

oleh seorang dalam hubungannya dengan perusahaan. 

2. Jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus diatur secara hati-hati 

sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kas pada suatu waktu 

pengeluaran kas secara harian, seperti membayar seluruh keperluan dan jasa 

yang diperlukan atau dibeli oleh perusahaan dan menyelesaikan seluruh 

kewajibannya jika jatuh tempo, mengharuskan suatu dan kas yang memadai 

yang harus tetap dipertahankan untuk kebutuhan tersebut. 

Pada sisi lain, kas bukan merupakan aktiva yang produktif (dimiliki tetapi 

tidak dapat memberikan pengembalian), sehingga tidak perlu memegang uang 



dalam jumlah yang besar yang melebihi jumlah yang dibutuhkan secara harian 

dan suatu jumlah tertentu untuk berjaga-jaga. Kas yang lebih dari suatu jumlah 

yang dibutuhkan, harus diinvestasikan dalam surat berharga yang memberikan 

penghasilan/ dalam aktiva produktif lainnya. 

 

2.2.4.1 Pengelolaan atas Penerimaan Kas  

Menurut Mulyadi (2001:456), penerimaan kas terdiri dari jaringan 

prosedur sebagai berikut: 

“a) Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. 
  b) Prosedur penerimaan kas dari piutang. 
  c) Prosedur penyetoran kas di bank.” 
 Sumber penerimaan kas dalam perusahaan manufaktur berasal dari 

penjualan tunai dan penerimaan kas harus disetor dalam jumlah penuh ke bank 

pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Tidak diperkenenkan melakukan 

pengeluaran kas dari kas yang diterima dari sumner-sumber tersebut. Dengan 

demikian catatan penerimaan kas didalam jurnal penerimaan kas dapat 

direkonsiliasi dengan catatan setoran ke bank yang terdapat dalam rekening koran 

bank. Dengan kata lain, catatan kas perusahaan dapat dicek ketelitian/ 

keabsahannya dengan cara membandingkan dengan catatan bank. 

 Prosedur pencatatan penerimaan kas. prosedur yang dapat digunakan 

adalah: 

a) Harus ditunjukan dengan jelas fungsi penerimaan dan setiap penerimaan kas 

harus segera dicatat dan disetor ke bank. 

b) Diadakan pemisahan fungsi penerimaan kas dan fungsi pencatatan kas 

c) Diadakan pengawasan ketat terhadap fungsi penerimaan kas, selain itu setiap 

hari dibuat laporan kas. 

 

2.2.4.2 Pengelolaan atas Pengeluaran Kas. 

Menurut Mulyadi (2001:515) pengeluaran kas terdiri jaringan prosedur 

sebagai berikut: 

“a)  Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 

b) Prosedur pembayaran kas. 



c) Prosedur pencatatan pengeluaran kas.” 

Pengendalian intern yang baik mengharuskan setiap pengeluaran kas yang 

dilakukan dengan cek. Untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dilakukan 

melalui dana kas kecil yang diselenggarakan sistem imprest. Pengeluaran kas 

dengan cek dapat menjamin diterimanya pembayaran tersebut oleh perusahaan 

yang berhak menerimanya dan memungkinkan dilibatkannya pihak ketiga (dalam 

hal ini bank) untuk ikut serta mengawasi pengeluaran kas  dengan demikian, 

sistem pengeluaran kas ini hanya akan menyangkut pengeluaran kas dengan cek 

saja, sedangkan kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek diatur dalam sistem 

kas kecil 

Prosedur pengawasan yang pentig adalah  

a) Semua pengeluaran kas yang menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-

pengeluaran kecil dibayar dengan kas kecil. 

b) Dibentuk kas kecil yang diawasi ketat. 

c) Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti (dokumen) yang 

lengkap. 

d) Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tentu. 

e) Diharuskan membuat laporan kas harian. 

 

2.2.5 Efektivitas Pengelolaan Kas  

Pengertian efektifitas menurt Arens and Loebbecke (1997:792) adalah: 

“effectiveness refers to the resources used the achieve these objectives” 

Definisi diatas menerangkan bahwa efektivitas menunjukan bahwa sumber 

daya yang digunakan untuk mencapai tujuannya. 

 Sedangkan menurut Komaruddin (1994:269) efektivitas diuraikan 

sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan 
kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih 
dahulu.” 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan kas adalah 

memaksimalkan uang yang tersedia dan pendapatan bunga yang menganggur dan 

termasuk pencegahan terhadap kesalahan pada perkiraan kas, merupakan langkah 



awal yang baik untuk mencegah kesalahan yang terjadi dalam mengelola kas serta 

pada perkiraan-perkiraan lainnya. 

Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan kas adalah 

kemampuan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencegah terjadinya suatu 

kesalahan pada perkiraan kas dan kemampuan suatu perusahaan atau organisasi 

untuk memaksimalkan uang yang tersedia dan pendapatan bunga dalam 

menjalankan aktivitas operaionalnya.  

 

2.3 Pengendalian Intern Kas 

Secara umum pengendalian intern kas menolak adanya campur tangan 

terhadap catatan akuntansi oleh mereka yang menangani kas. hal ini akan 

mengurangi kemungkinan terjadinya ayat jurnal yang tidak wajar untuk 

menyembunyikan penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran kas. 

Pengendalian intern kas juga mensyaratkan adanya pemisahan fungsi antara 

penerimaan dan pengeluaran kas karena sifatnya yang mudah untuk dipindah 

tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemiliknya, maka kas sangat mudah 

digelapkan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengawasan yang ketat terhadap kas. 

Pada umumnya suatu pengendalian intern kas akan memisahkan fungsi 

penyimpanan dan pencatatan kas untuk meminimalisasi penyalahgunaan kas. 

Pengendalian intern suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang 

lain, karena bentuk dan jenis perusahaan berbeda-beda. Pengendalian intern 

terhadap kas dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern atas penerimaan kas 

dan pengendalian intern atas pengeluaran kas. 

Dasar-dasar tertentu yang bisa digunakan sebagai pedoman mengadakan 

pengawasan terhadap kas adalah sebagai berikut: 

Dengan adanya pengendalian intern yang memadai, perusahaan dapat mengurangi 

peluang-peluang untuk pencurian, kehilangan dan kesalahan yang tidak disengaja 

dalam akuntansi dan pengendalian kas. Namun, pengendalian intern yang baik 

tidak dapat menghilangkan semua tindakan penyalahgunaan dan kekeliruan, 

hanya dapat mengurangi. 

 



2.3.1 Tujuan Pengendalian Intern Kas 

Kas merupakan pos yang paling penting didalam neraca, karena berlaku 

sebagai alat tukar dalam perekonomian kita. Hampir semua transaksi perusahaan 

berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan terlibat dengan 

perkiraan kas. Kas juga menjadi begitu penting karena setiap perusahaan harus 

dapat mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, dimana mereka harus 

memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat 

jatuh tempo agar perusahaan dapat terus beroperasi. 

Kas merupakan aktiva yang paling likuid dan sangat mudah untuk 

diselewengkan bila bila tidak dijaga dengan baik. Menjadi tugas manajemen 

perusahaan untuk merancang pengendalian intern kas yang efektif agar kas dapat 

dilindungi dari pencurian dan penggelapan. 

Adapun tujuan dari pengendalian intern kas menurut Arens and 

Loebbecke (2000:700) adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal berikut: 

“1.   Failure to bill customer. 
2. Billing a customer at a lower price than called for by company policy 
3. A defalcation of cash by interception of cash receipts from customer 

before they are recorded with the account changed off as bad debt 
4. Duplicate payment of vendor invoice. 
5. Improver payments of officers personel expenditures  
6. Payments to an employes for more hours that he or she worked 
7. Payments to an employee for more hours that  he or she worked  
8. Payments of interest to a related party for an ammont in excess of 

the going rate.” 
 

Adapun tujuan dari pengendalian intern kas yang dikemukakan oleh 

Wilson and Cammpbell (1991:457) adalah sebagai berikut: 

“1.  Proper planning so that requisite are on hand to meet the business 
needs both short term and long range. 

2. Effectives Utilition or all times of company funds 
3. Establishment of accountability for casah receipt and suficient safe 

guard until the money are places in the depository. 
4. Maintenance of adewuate bank balances, where appropriate, to 

support propper commercial bank relation. 
 

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pengendalian intern kas adalah: 



1. Penyediaan kas yang cukup untuk operasi normal perusahaan baik untuk 

jangka waktu pendek maupun untuk jangka panjang. 

2. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kas hanya untuk tujuan-tujuan yang 

diotorisasi. 

3. Tanggungjawab independen untuk penerimaan kas dan memberi perlindungan 

sampai dana disimpan.  

4. Menyelenggarakan pencatatan yang cukup. 

5. Menggunakan dana perusahaan secara efektif pada setiap waktu. 

6. Untuk melindungi saldo kas dari pencurian atau penyelewengan. 

7. Memelihara saldo bank yang memadai untuk menjaga hubungan dengan bank 

komersial. 

 

2.3.1.1 Pengendalian Intern atas Penerinmaan Kas  

Tujuan pengendalian intern atas kas menurut Arens and Loebbecke 
(1997:362) yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf adalah: 
1. Penerimaan kas yang dicatat adalah untuk dan yang sebenarnya 

diterima oleh perusahaan. 
2. Penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. 
3. Penerimaan kas yang disetorkan dan dicatat sesuai dengan jumlah yang 

diterima. 
4. Penerimaan kas diklasifikasikan secara tepat. 
5. Penerimaan kas dicatat secara tepat waktu 
6. Penerimaan kas telah benar dimasukan kedalam catatan tambahan dan 

diikhtisarkan dengan benar. 
 

Adapun kecurangan-kecurangan yang sering terjadi didalam penerimaan kas: 

1. Lapping, yaitu menyelewengkan kas dengan cara melaporkan penerimaan 

lebih lambat daripada saat penerimaannya, perkiraan debitur yang 

bersangkutan baru akan dikredit setelah diterima pembayaran dari debitur 

lain. 

2. Menggunakan dana untuk sementara waktu, tanpa melakukan catatan atau 

pembukuan atau hanya dengan tidak mencatat uang yang telah diterima. 

3. Dengan mencantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih besar atas 

pengeluaran atau lebih kecil atas penerimaan daripada jumlah yang 

sebenarnya. 



4. Dengan terlalu tinggi membukukan potongan harga. 

5. Dengan menghapuskan piutang sebagai piutang tak tertagih dan mengantungi 

uang hasil penagihan piutang. 

6. Dengan menahan berbagai jenis pendapatan lain. 

7. Dengan tidak melaporkan penjualan dan mengurangi uang hasil penjualan. 

 

2.3.1.2 Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas  

Tujuan pengendalian intern atas pengeluaran kas menurut Arens and 

Loebbecke (1997:363) yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf  adalah: 

1. Penggunaan dana yang lebih efektif. 
2. Penyelenggaran pengendalian untuk menjamin bahwa pembayaran 

hanya dilakukan untuk tujuan yang sesuai. 
3. Membatasi jumlah pengeluaran kas, artinya pengeluaran hanya dapat 

dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak yang 
berwenang. 

4. Pencatatan harus dilakukan untuk setiap transaksi atas pengeluaran kas. 
 

Adapun kecurangan-kecurangan yang sering terjadi di dalam pengeluaran kas: 

1. Membukukan pengeluaran kas palsu. 

2. Kitting, yaitu pinjaman tanpa mendapat persetujuan, dengan cara tidak 

mencatat pembayaran, tapi mencatat penyetoran dalam hal melakukan transfer 

ke bank. 

3. Mencantumkan jumlah total  yang tidak benar dalam buku kas  

4. Menaikan jumlah cek setelah ditandatangani. 

5. Mencantumkan potongan harga dengan jumlah yang lebih rendah daripada 

yang sebelumnya. 

6. Menguangkan cek gaji dan upah atau dividen yang belum ditagih oleh yang 

berhak. 

7. Mengubah bukti atau voucher pengeluaran kas kecil. 

8. Memalsukan cek dan memusnahkannya pada saat diterima dan bank 

menggantikannya dengan cek lain yang dibatalkan. 

Apabila pengendalian atau kas tersebut telah diterapkan, maka kebanyakan 

praktik-praktik ini tidak dapat dilaksanakan tanpa melalui persekongkolan. 



Penggunaan perkiraan-perkiraan berikut dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kas dalam suatu perusahaan. 

1. Imprest payroll account 

Penggunaan perkiraan ini untuk melakukan pembayaran gaji kepada 

karyawan terutama perusahaan-perusahaan yang mempunyai karyawan dalam 

jumlah yang banyak. 

2. Branch bank account  

Perkiraan bank cabang untuk membina hubungan di masyarakat lokal dan 

memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Semua penerimaan di 

kantor cabang disetor ke bank cabang dan jumlah totalnya dipindahkan ke 

perkiraan bank kantor pusat secara periodik, sedangkan pengeluaran di kantor 

cabang atas dasar imprest. 

3. Imprest Petty cash Fund  

Data ini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin yang 

jumlahnya tidak material dan dapat dibayar lebih mudah dan cepat dengan 

menggunakan uang tunai daripada cek. Kegunaan perkiraan ini memungkinkan 

adanya pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran kas kecil oleh pejabat yang 

berwenang sebelum pengisian kembali. 

4. Voucher system  

Metode ini  memungkinkan semua pengeluaran diotorisasi dan ditelusuri 

keabsahannya sebelum pembayaran cek. 

 

2.3.2 Prinsip-prinsip Pengendalian Intern Kas  

Menurut Smith and skousen (1992:270) karateristik dari pengendalian 

kas adalah sebagai berikut: 

“ 1.   Specifically assigned responsibility for handling cash receipts 
3. Separation of handling and recording casah receipts 
4. Daily deposit of all casah received 
5. Voucher system to control cash payments 
6. Intrernal audit irregulator interval  
7. Double recordof cash bank and books eith reconciliation performed by 

someone 
outside the accounting system 

 



Jadi karakteristik mendasar yang melekat pada pengendalian kas adalah: 

1. Secara khusus ditujukan pada pertanggungjawaban penanganan 

penerimaan kas. 

2. Pemisahan fungsi pemegang penerimaan kas dan pencatatan penerimaan 

kas. 

3. Penyimpanan semua uang kas yang diterima setiap hari. 

4. Sistem kupon untuk pengendalian pembayaran kas. 

5. Pemeriksaan internal pada selang waktu yang tidak teratur. 

6. Pencatatan ganda, yaitu mencocokan catatan perusahaan dan catatan bank 

melalui rekonsiliasi yang dilakukan oleh orang diluar fungsi akuntansi. 

 

2.3.2.1 Prinsip-prinsip Pengendalian Intern Kas atas Penerimaan Kas 

Pengendalian yang layak untuk peneimaan kas menurut Wilson and 

Campbell (1996:404) yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera, 

antara lain: 

a) Semua penerimaan kas yang diransfer melalui pos harus dicatat oleh kasir 

secara periodik, catatan ini harus ditelusuri melalui deposit slip atau bukti kas. 

b) Semua penerimaan kas didepositkan/ disimpan secara utuh setiap hari. 

Prosedur ini memungkinkan juga diperlukannya duplikat deposit slip yang 

dikirim oleh bank atau petugas lain (selain kasir) kepada departemen 

tersendiri untuk digunkan dalam pemeriksaaan. 

c) Fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas seharusnya dipisahkan. 

d) Rekonsiliasi kas seharusnya dibuat untuk membandingkan antara catatan 

perusahaan dan catatan bank. 

e) Mekanik diperlukan untuk memeriksa cash register/ mesin kas. 

f) Penjualan tunai harus diverifikasi melalui catatan persediaan barang 

dagangan, dan jumlah barang dagangan secara fisik. 

 

 

 

 



2.3.2.2 Prinsip-prinsip Pengendalian Intren kas atas Pengeluaran Kas 

Pengendalian yang layak untuk pengeluaran kas menurut Weygandt and 

Kieso (1999:291), yaitu: 

“1.   Establishment of responsibility 
Only designeed personel authorized to sign checks  

2. Segregation of duties 
Different individuals approve and make payment, check sigenr do not 
record disbershment  

3. Document ation procedures  
The prenumbered check and account for them in sequence, each check 
amount by must have approved invoice. 

4. Physical, mechanical and electronic control  
Store blank check in safer, wtih limited acces, print check amount by 
machine in indelible ink. 

5. Independent internal verification 
Compare checks to invoice, reconcile bank statement monthly 

6. Other control.” 
 

Bedasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian intern 

pengeluaran kas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab, harus ditetapkan pejabat yang berwenang dalam 

menandatangani cek  

2. Uraian tugas, pejabat yang menandatangani cek harus berbeda dengan 

pejabat yang mencatat pengeluaran kas. 

3. Prosedur dokumentasi, digunakan cek yang bernomor urut tercetak dan 

setiap cek harus dilampiri dengan faktur yang telah disetujui untuk 

dibayar. 

4. Pengendalian, cek yang masih kosong disimpan dalam tempat 

penyimpanan dengan akses yang yang terbatas dan jumlah uang yang 

dibayarkan dicetak menggunakan mesin dengan tinta yang tidak tepat 

dihapus. 

5. Verifikasi intern, jumlah yang tertera pada cek harus dibandingkan 

dahulu dengan faktur dan dibuat rekonsiliasi bank yang bulanan untuk 

mencocokan saldo bank menurut catatan perusahaan dengan saldo 

rekening koran. 



6. Pengendalian intern, faktur yang sudah dibayar dicap lunas  agar tidak 

terjadi pembayaran ganda. 

 

2.4 Unsur-unsur Pengendalian Intern Kas 

Menurut Mulyadi (2001:471-474) unsur-unsur pengendalian intern dalam 

suatu siklus kas adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi  

2. Sistem otorisasi  

3. Praktik yang sehat  

Penjelasan dari unsur-unsur pengendalian kas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi  

a) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

b) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilakukan oleh fungsi 

penyimpanan kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari unit 

organsisasi yang lain. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  

a) Penerimaan dan pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. 

b) Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan yang 

berwenang. 

c) Pencatatan didalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas (atau dalam 

metode pencatatan tertentu dalam register chart) harus didasarkan bukti kas 

masuk dan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi yang berwenang 

yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

3. Praktik yang sehat  

a) Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian 

atau penggunaan yang tidak semestinya. 

b) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus 

dibubuhi cap “lunas” oleh fungsi penyimpanan kas setelah transaksi 

pengeluaran kas dilakukan. 



c) Penggunaan rekening koran bank (bank statement) yang merupakan informasi 

bagi pihak ketiga untuk memeriksa kebenaran/ keabsahan catatan kas oleh 

unit orgnisasi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas 

(fungsi pemeriksaan intern) 

d) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini 

dilakukan lewat dana kas kecil, yang akuntansinya dilakukan dengan sistem 

imprest. 

e) Kas yang ada ditangan dan kas yang ada diperjalanan diasuransikan dari 

kerugian. 

f) Kasir diperlengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian 

yang ada ditangan (misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room) 

g) Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada ditangan 

dengan jumlah kas menurut catatan. 

Jika ditinjau berdasarkan unsur-unsur pengendalian intern, uraian diatas dapat 

dirumuskan kembali sebagai berikut. 

1. Lingkungan Pengendalian  

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor 

yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas kebijakan dan 

prosedur tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a) Adanya filosofi manajemen dan gaya operasinya. 

b) Adanya struktur organisasi satuan usaha. 

c) Adanya pemeberian wewenang dan pembagian tanggung jawab yang jelas 

atau fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kas. 

d) Secara periodik diadakan pemeriksaan tertentu sehingga dapat memantau dan 

menindak lanjuti kinerja bidang keuangan pemeriksaan intern yang dilakukan 

secara rutin dalam hal pengamanan kas. 

e) Karyawan yang ahli dibidangnya dan dipercaya. 

2. Sistem Akuntansi 

Adanya metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasikan 

menghimpun, menganalisis, mengelompokan, mencatat, dan melaporkan 



transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, dan menyelenggarakan 

pertanggungjawaban kas sehingga dapat diyakini adanya. 

a) Mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah. 

b) Menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci sehingga 

memungkinkan pengelompokan transaksi secara semestinya. 

c) Mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatatan nilai 

keuangan yang layak dalam pelaporan keuangan. 

d) Menentukan periode terjadinya untuk memungkinkan pencatatan transaksi 

pada periode akuntansi yang semestinya. 

e) Menyajikan dengan semestinya transaksi dan pengungkapan dalam laporan 

keuangan. 

3. Prosedur Pengendalian  

a) Penerimaan dan pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. 

b) Fungsi penyimpanan harus terpisah dai fungsi akuntansi dan transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh fungsi 

penyimpanan kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi 

yang lain. 

c) Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk 

membantu pencatatan secara semestinya atas transaksi penerimaan 

pengeluaran kas. dokumen bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas 

yang dibuat hendaknya bernomor urut cetak. 

d) Pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan kas perusahaan dan 

catatan, misalnya dengan menggunakan mesin register kas, lemari besi, strong 

room, dan adanya fasilitas yang dilindungi untuk akses ke program dan akses 

komputer. 

e) Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang 

semestinya atas pekerjaan klerikal, rekonsiliasi, dan perbandingan das yang 

ada dengan pertanggungjawaban yang tercatat. 

 

 



2.5 Program Pengujian Kepatuhan Kas 

Untuk menguji apakah pengendalian dalam siklus kas efektif, maka perlu 

dilakukan pengujian kepatuhan sebagai berikut: 

1. Pengujian untuk mengetahui adanya kepatuhan terhadap pengendalian. 

2. Pengujian untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap pengendalian. 

Rancangan program pengujian terhadap kepatuhan siklus kas tersebut dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan 

fungsi kas. 

2. Lakukan pengamatan tehadap fasilitas pengamanan yang melindungi kasir 

dari kemungkinan pencurian kas yang disimpan. 

a) Periksa otorisasi yang ada didalamnya 

b) Periksa surat pemberitahuan dari debitur yang melampirinya 

c) Bandingkan jumlah kas yang diterima dari bukti setoran bank yang 

bersangkutan. 

3. Ambil sample bukti kas masuk 

4. Ambil sample bukti kas keluar 

5. Ambil sample berita acara perhitungan kas 

6. Ambil sample bukti kas keluar yang bersangkutan dengan pengisian kembali 

dana kas kecil 

 

 Hubungan Antara Pengendalian Intern Dalam Mencegah Terjadinya 

Kecurangan Kas.  

Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik akan dapat 

mendorong ditetapkannya kebijakan manajemen. Selain itu menurut Al, Haryono 

yusuf (1992:4) keuntungan sistem pengendalian intern yang dirancang dengan 

baik adalah sebagai berikut: 

 “1. Mendorong terciptanya efisiensi operasi. 
2. Melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan, dan 

pencurian. 
3. Menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan bisa dipercaya. 
 



Dari uraian diatas disebutkan bahwa salah satu kecurangan yang diperoleh 

dari suatu sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik yaitu dapat 

melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan, dan pencurian dalam 

hal ini aktiva tersebut adalah aktiva berupa kas. 

 Efektivitas pengelolaan kas dapat dinilai jika ketentuan-ketentuan, standar-

standar dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan 

sepenuhnya oleh setiap personel yang ada dalam perusahaan tersebut. Pengelolaan 

kas juga dapat diartikan efektif jika tujuan dari pengelolaan kas itu tercapai. 

 Dengan demikian semakin memadai pengendalian intern yang ada dalam 

perusahaan dan semakin dipatuhinya pengendalian intern tersebut oleh seluruh 

personel perusahaan, maka semakin efektif pengelolaan kas yang dilakukan oleh 

pihak manajemen perusahaan. Sebaliknya jika pelaksanaan pengendalian intern 

yang menyimpang dari yang seharusnya, maka efektivitas pengelolaan kas dapat 

dikatakan masih meragukan.  

 

 Kecurangan (Fraud) 

 Pengertian Kecurangan 

Kecurangan adalah penipuan yang disengaja dilakukan, yang 

menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan 

memberikan keuntungan bagi pelaku fraud. Soekardi Hoesodo (2005:2) 

. Pada dasarnya fraud merupakan serangkaian irregularities dan perbuatan-

perbuatan yang melawan hukum (illegal acts) yang dilakukan dengan sengaja 

untuk tujuan tertentu, misalnya dengan menipu atau memberikan gambaran yang 

keliru (mislead) terhadap pihak lain. 

Praktek ini mungkin dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar 

perusahaan/ organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok 

dan cara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. 

Dalam istilah sehari-hari kecurangan diberi nama berlainan seperti pencurian, 

penyerobotan, pemerasan, penggelapan, dan lain-lain. Kesemuanya ini berarti 

kejahatan (crime) atau tindak kejahatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana, 

yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi 



siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujud dan sifatnya kecurangan 

(fraud) atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dan juga 

merugikan perusahaan, organisasi, dan masyarakat, dalam arti bertentangan 

dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang 

dianggap baik dan adil. 

 

 Jenis Kecurangan Dilihat Dari Sudut Akibat Yang 

Ditimbulkan. 

A. Merugikan Perusahaan. 

Perusahaan merupakan korban kecurangan yang biasanya dilakukan oleh 

karyawan jenjang menengah kebawah misalnya: 

� Lapping 

� Kitting 

� Pencurian harta kekayaan perusahaan. 

B. Menguntungkan Perusahaan. 

� Dilakukan oleh karyawan jenjang atas (manajemen puncak) 

� Dilakukan untuk mengelabui pemegang saham, Kreditur maupun 

fiskus. 

 

 Klasifikasi Fraud 

a. Management Fraud (White Collar Crime) 

Ditandai oleh: 

1. Gejala modal yang kurang  

2. Perputaran pegawai yang tinggi pada staf keuangan dan posisi kunci 

lainnya. 

3. Favoritisme pada suatu perusahaan pemasok. 

4. Transfer dana kepada pihak anak perusahaan. 

5. Pola rekening bank yang kompleks dan terpisah-pisah. 

6. Pelaporan yang lambat. 

b. Non management Fraud (Employee Fraud) 

Gejala-gejala yang nampak pada pegawai: 



1. Gaya hidup mewah diatas standar pendapatannya. 

2. Bekerja lembur secara berlebihan. 

3. Sering berhutang. 

4. Tidak pernah mengambil cuti penuh. 

5. Gemar berjudi dan minuman keras. 

6. Memiliki jumlah investasi yang besar, tidak sepadan dengan 

penghasilannya. 

7. Ijin sakit yang terlalu lama. 

c. Computer fraud (Data Processing Crime) 

Hal ini biasa terjadi pada kecurangan terhadap program komputer, dalam 

rangka mengambil keuntungan untuk pihak tertentu, dan merugikan pihak lainnya. 

 

 Pencegahan Terhadap Kecurangan  

Untuk mengawasi atau mencegah penggelapan, baik perusahaan ( dalam 

hal ini pemeriksa internal / internal auditor) dan akuntan publik harus memahami 

bentuk dan metode penggelapan. 

1. Penggelapan aktiva selain kas. 

Penggelapan persediaan dapat terjadi bilamana tidak adanya suatu 

pencegahan dan lemahnya sistem pengendalian persediaan. Untuk itu, semua 

persediaan, mutasi masuk, dan keluarnya persediaan harus diadakan 

pengawasan, baik pengawasan administrasi dan akuntansi. Perhitungan 

persediaan secara fisik harus dilakukan secara periodik yang dilakukan oleh 

orang yang bebas dan diawasioleh akuntan intern atau akuntan publik. 

2. Penggelapan melalui penerimaan kas. 

Dalam penggelapan kas melalui penerimaan, banyak cara yang dapat 

digunakan,. Penjualan tunai akan menghasilkan uang tunai, uang tunai 

tersebut yang telah diterima tanpa diikuti adanya pencatatan baik pada catatan 

penerimaan kas dan faktur penjualan. Jenis penggelapan ini sulit ditemukan 

karena tidak adanya catatan-catatan penerimaan kas dan penjualan. Bentuk 

penggelapan uang yang tidak diikuti catatan ini, juga dapat dilakukan sumber-



sumber seperti: Pendapatan investasi dalam bentuk cek, bunga piutang wesel 

dan penjualan aktiva tetap dan bahan yang tidak terpakai (serap) 

 Cara penggelapan yang lain adalah pengambilan kas dari penjualan tunai 

dan penagihan piutang, dengan memasukan jumlah kas yang benar, dan 

diikuti dengan menjumlah kebawah (footing) jumlah penerimaan kas (debit) 

dan penjualan piutang (kredit, pada jurnal penerimaan kas, saldonya akan 

sama dengan saldo bank yang telah direkonsiliasi. 

3. Penggelapan melalui pengeluaran kas.. 

Penggelapan uang melalui pengeluaran dapat dilakukan berbagai macam,. 

Penggelapan uang dari kas kecil (dana kas lainnya) adalah salah satu cara 

penggelapan uang. Penggelapan tersebut melalui cara voucher yang 

dipalsukan persetujuannya voucher yang dibuat keliru, atau menggunakan 

voucher dengan diubah tanggalnya untuk mendapatkan dana kas. 

Kemudian cek yang dipalsukan tanda tangannya dan kemungkinan 

dicairkan. Ada berbagai cara lagi, diantaranya pembuatan voucher yang fiktif 

untuk pembelian-pembelian fiktif dan membuat jurnal yang fiktif pula dalam 

jurnal pengeluaran uang, kemudian dengan kitting yaitu cek suatu bank (x) 

didepositkan kebank lain (z) dan jumlah cek tersebut tidak tampak sebagai 

pengurangan pada saldo bank pada tanggal transfer.agar efektif cara ini harus 

mendekati akhir tahun pembukuan, mengambil retur dan potongan pembelian 

dan penggelapan melalui daftar gaji dan upah. 

4. Hubungan kerugian dan kesalahan dan penggelapan. 

Pada pembahasan dimuka telah dikemukakan pengertian kesalahan dan 

penggelapan dan masing-masing beserta contoh-contohnya. Kesalahan dan 

penggelapan akan bersifat suatu kerugian baik kerugian administrasi dalam 

arti pemborosan waktu guna pembetulan atau kerugian bersifat keuangan. 

Sebenarnya terdapat suatu hubungan antara kesalahan dan penggelapan baik 

karena adanya data yang tidak diotorisir, tidak teliti dan tidak lengkap akan 

mengakibatkan suatu kerugian. 

 

 


